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Tesisini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenal aspek penguasaan fisik, yang
dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan,

sebagai mana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978
K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi
kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh
menyimpulkan bahwa penguasaan fisik atas tanah harus beralaskan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah
harus dilakukan berdasarkan hukum sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi pihak
yang menjadi pemegang hak. Adapun sengketa Tanah Surapati 29/33 di Kota Bandung, suatu bidang tanah
yang telah terdaftar berdasarkan UUPA pada SHGB No. 43/Ds. Balubur, dimulai sgjak peristiwa
G.30.9PKI yang berdampak suatu penguasaan fisik atau okupasi militer yang mengambilalih tanah berikut
bangunan milik perserorangan. Pada putusan tersebut, majelis hakim memutuskan bahwa penguasa fisik
yang saat ini menempati tanah tersebut tidak berdasarkan hukum dan merupakan suatu perbuatan melwan
hukum, sekalipun sudah beritikad baik dengan merawat dan membayar kewgjiban pajak atas tanah tersebut
yang telah dikuasai sgjak 1966 hingga sekarang. Sementara Badan Pertanahan Nasional diperintahkan untuk
memberikan suatu rekomendasi atas hak prioritas kepada ahli waris pemegang hak sebelumnya yang
terdaftar untuk melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Sehingga demikian demi keadilan dan
kemanusiaan, dinamika politik tidak menghapus hak-hak keperdataan seseorang.

...... Thisthesis analyzing how the national agrarian law (land law) regulates the aspect of physical tenure of
land, which isrequired in relation to register the land, become the matter that being expected, as the land
dispute that mentioned in Supreme Court Decision No. 978 K/PDT/2014, dated 26 August 2014. This
research includes legal normative study or bibliography study using secondary data source. The result shows
that physical tenure of land needs to have the legal rights of such land. The procedure to obtain the rights of
land must comply with the prevailing law, so with itslegal certainty to secure the rights of the subject that
act asthe right holder. While the land dispute of Tanah Surapati 29/33 located in Kota Bandung, an area of
land that registered under national land law (Law No. 5/1960, known as UUPA) on Guna Bangunan
certificate No. 43/Ds. Balubur, has started on the accident of G.30S/PKI| that resulted in physical tenure or
military occupancy that took over the land with its building which eventually belongs to private person. On
the abovementioned Supreme Court decision, the judges panel had decided that the current physical tenure
are not duly the law therefore such act must conclude as unlawful act, despite the good will to take care and
paid the tax for such land since their tenure on 1966 until now. While the National Land Bureau (BPN) are
ordered to give recommendation of "priority right" for the heirs of the registered rights holder to apply for
land rights for such land. Therefore, in matter of justice and humanity, the dynamic political situation are not
degrading the private rights of any person.
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